PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2% TAHUN 2021 '

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT :

GUBERNUR KALIMANTAN BA‘RAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun:.f}j |
2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan: Peraturan Daerah ==
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang. Pajak Daerah perlu dzatur_a‘_-}'-if.j.-_..*j-.;
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air. Permukaan Lok

b. bahwa dengan telah dmndanOkannya Peraturan Pemermtah'_’-.
Nomor 55 Tahun-2016 tentang Ketentuan Umum darnt .Tata';_'fz'-*-- CElni
Cara Pemungutan Pajak Daerah dan untuk menyelaraskan'_; 3
dengan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai Peraturar
Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ata
Peraturan. Daerah Nomor 8- Tahun - 2016 tentan
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provins
Kalimantan Barat, maka Peraturan’ ‘Gubernur Nomor ST
Tahun 2013 tentang Petunjuk. Pelaksanaan Pemungutan:ﬂ{j_f
Pajak Air Permukaan di Prov1n51 _ Kahmaman Barat ;perlu--_;'
dilakukan pembahan ' SR :

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaumana dmlaksud_
dalam huruf a dan huruf'b, perlu meneétapkan Pera
Gubernur tentang Petun;uk Pelaksanaan Pemungutan a;ak-_.
Air Permukaan di Provms1 Kahmantan Barat L

ok

Mengingat Pasal 18 ayat {6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk;'

Indonesia Tahun 1945

2. Undang»«Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan”f.-
Daerah-daerah . Otonom - “Provinsi’ “'Kalimantan -~ Bar:
Kalimantan Selatan’dan Kalimantan ’I‘zmur (Lembatan Nega
Republik Indonesia ‘Tahun: 1956 Nomor 65, ’I‘ambahan‘ -
Lembaran Negara Republik Indonesaa Nomor 1 106) e

3. Undang-Undang Nomor 6 ’I‘ahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata: Cara‘:?erpajakan (Lembaran Ne' ara Republ
Indonesia - Tah" n ; : .embs

Nomor 4 1 A -
Pemerinta nggant1 Undang : _dangi_' Nomor 5. Tahun 2008;:: Caian
tentang Perubahan Keempat Atas Undang ndang Nomor 6.
Tahun - 1983 tentang Ketentuan' Umum dan Tata.-.__-. Cara .~ .
Perpajakan Menjadl Undang—Undang (Lembarem Negala-f'_f;
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11

12.

. Peraturan Pemenn’sah Nomor 135 Tahun 2000 tenta_ng T

Republik Indonesm Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan SR
Lembaran Negara Republik Indonesza Nomol 4999) i
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penaglhaﬁﬂi-._f::”;-___'
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran ‘Negara Republik =
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, _Tembahan - Lembaran?_.-{f.:
Negara Repubhk Indonema Nomor 3686} T T

Undang—Undaﬂg Nomor 17 ‘Tahun 2003 tentang Keuanganf}
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2003 .
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm-ﬂi s
Nomor 4286); | | ST
Undang-Undang  Nomor -1 Tahun 2004 tentang-.'___'-'.f'{
Perbendaharaan @ Negara (Lembaran Negara Repubhk"__ cha
Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara* N
Republik Indonesia Nomor 4355} T St
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 teni:ang Pajak Daerahf., e
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indones1a T
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara-_&’-z-.j
Republik Indonesia Normior 5049) : ) : e
Undang- Undang Nomor . 12.'_"' T-éthun 2011
Pembentukan Peraturan Pemndang Undangan

Lembaran Negara Republik - Indonesza Nomor_ 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhlr dengan_ﬁ

Undang-Undang Nomor 15 Tahun' 2019 tentang Pembahan- :
Atas Undang Undang Nomor 12 ’I‘ahun 2011 ntan

Undang-Undang . Nomor . 23 Tahun 2014 tentarzg_--_.
Pemerintahan’ Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indenesm'

Indonesza Tahun 2020 Nomor 245 T&mbahan
Negara Repubhk Indones1a N()rnor 657 3) '

1982 Nomor 37, Tambahan Lembara_n Nega a"' Re'
Indonesia Nomor 3225}; . e

Cara Penyitaan Dalam Rangka Penaglhan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Repubhk In onesm-*
Nomor 4049); > o

Peraturan Pemermtah Nomor 121 ’i‘ahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2015 “Nomor 344, Tambahan Lembaran--=_ ;
Negara Repubhk Indonesza Nomor 580 1) S

KARO .| PORANGHAT DASRAK
HURUM S FRMBARARES

VIRV P
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13. Peraturan Pemerintah No:m{}r ”45 Tahun 20 16 i:entang
Ketentuan Umum dan Tata Cara P@mtmgumn’ Pma}& Daeral
(Lembaran Negara Repmbhk Emdanesxa Tahun 2(316 _Noma
244, Tambahan Lembman "\Iegaira R@}:subhk Immnema _Nt}mo'
5950); | G

14, Peraturan Pemermtah Nemor 12 ’I‘ahun 2(}19 Temangg
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lemh&rxn Hegam R&pubhl‘ "
Indonesia- Tahun 2019 Nomor 42, Talﬂb&h&ﬁ. :
Negara Repubhk Indon&s:ia Nomar 6322}

15. remtumn Ddﬁfa.h }\:omm‘ 8 Ta}:;un QG

Ixahmantan }:saraf Ni’ﬁ'ﬂ{}f‘ 5} *s&bagam 3t
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
Perubahan atas Pﬁiami‘aﬁ Daerah Namﬁ -lanun 201
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalilma

Barat Tahun 2013 Nomor 2, ’I‘ambahan
Provinsi Kahmam{ml Bm at “\I{}mcsr 2) '

16. Peratumn (}ubemur Nomer

Barat (Barﬁa Daerah P’mvmsx Kahmantan,ﬁarai":'_
Nomor66); : R

MEMU [‘U&;I{AN

Menetapkan : PERATURAN GEBWRNﬁR Tiﬁ@?ﬁ?‘i@ ?E’T‘UN EUK PE? LAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUK&AN

BAB I
KETEN TUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Guhermzr mz, yanﬂ ézma}isud den

1. Daerah adalah P?‘G‘VlﬁSI Kahmantaﬁ Barai £

2. Pemerimtah Dam ah adaiah Gubernm“
penyelenggara - P‘ememnt&zhﬁn Baemh

pelaksanaan uru%an pemei 11';‘{&&}811 yang meﬁja
daerah Provinsi Kahmantan Barat Rl

Gubernur ada}ah {}‘ bemm K,ahma*ztam Bas*ai

Provinsi h@llman{xﬂz B&z ﬁi

t. Umt Pelaksuna Tekms

Pelayaﬂan

HARG _z_eﬁmzmm? Dﬁiéﬂﬁli &éﬁé‘i‘ﬁﬁ i arEA
HUHIM ?EMMKAR&;& Tl e LR




Kahman‘tan Barat

B&’iu.u &d&i&;x mvi‘s.u.zu k" Lum"'}. : \T_cﬂﬁg éLﬁfl ; aﬂﬁ

firma, k«:)ﬁg51 kopera31
per m;mpulan yay&saﬂ

ataupun dari penampungan sumbe -
dalam aktzvﬁas usaha anau pwduksz

bagian - taimn Qagak sesuaz deng&n k&i@?man
F‘emndang-—Undangm perpagakan daelah EERS

HARD ﬂ&mm&m mmm
HOKUM L PRMRARARER

A ﬁ
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18. Surat Pendaftaran Objek Pagak Air Permui«:aan yang selanjumya:_. LR
disingkat SPOPAP  adalah  Surat ‘ﬁf&ng berfuug&z
permohonan pendqumn dedk_ Alr P@m’s mkamx
Penetapan Pa}ak ST

NPWPD adalah nomm yang ﬁzberikau kepada _Wa'f
sebagal sarana dalam' admamstm&

kewajiban sesua;. ciengan ketentuan pem‘tufaz} perﬁ
undangan ;gwpmakm dam gl T g

adalah miu}«; m@akuimn mg}hm g}&ia}@: d&n,’ a_ 3
administratif. '

Pembayaran yancr dltunjuk oleh Gubemur

. Surat K@tﬁi&yaﬂ Pa;aﬁ Ea&ra}‘x yang z-ffsé}a{ﬁju'tﬁ:' admmgkaﬁg

disin gkat S&PII}LB adala}z Sumt k@t@l&
menentukan jumlah kelehiha:n p&mbayaram paja o kar
jumlah kredit pagak lebih besar dam pada pagak g terita
atau seharusnya tzdai:i temtang =

27. Surat Ketetapa_n Pajal»: Daemh Nahﬁ yang seianjumya d:smg :
SKPDHN adalah sumt %ﬁ@t@t&iﬁn }3&_}3}@ yang me =
pokok pajak sama hesmnya dengan jumiah kfie{ht pcg&h atau.
pajak tidak i:erutang dan ‘mdak ada kred:{t pajak

HARO | pERam&Rat bimmay | oo RS
HERARURAL MRRAR L a 2l eE [ B e
HURUM ] | PEMBAKARGA L CE ‘&‘ __:.I_Q’?E_g g : _._:.gsf;qg%_:__...:_ [t




28.

29.

30.

31.

Surat Keputusan Pembetulan yang S@l&ﬁjﬁtﬁya di.slﬁgk«ﬁ' 'SKPE_ ' |
adalah surat keputusan yang m&m&m‘&}k&n i{ﬁi«;&i&h&ﬁ t&las, REEp

kesalahan hitung, dan/atev kekeliraan,

Surat Keputusan Keberatan adelah surat E{ﬁ}i}umm}} _amfsfj i
keberatan terhadap BSurat Ketetapan Pa.ﬂk I)mmh yang- e

diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan pér&dii&ﬁ' 'f.slaj'ag até.é:___ _: ;
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dzaguhan:

cleh Wajib Pajalk.

Surat Teguran dan sejenisnya adalah 'Szzrat"ya?ﬁg ditéfﬁétk&ﬁ'é'_' : :__f_ )
oleh Pejabat untuk menegur atau mempermgatkan kepada' ey

Wajib Pajak uniuk melunasi Utang Pa;;aknva

. Pemeriksaan adalah serangkaian ie;egiatm mengmmpun damf_ A
mengolah data, keterangan dan/atau bui{ti yang di}eéaskan; S >
secara obyekti{ dan profesional berdasarkan suatu standar{_ A
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhm kuwajiban? = o

perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan  peraturan  perundang- undangan dlmdang ; o

perpajakan daerah.

.Kurator adalah Balai Harta fﬁmmggazm : atau oran g‘; L
perseorangan yang -diangkat oleh Pengadilan un'i:uls: memgumséj i
dan membereskan harta Debitor Pailit di 'bawah mngawaﬁmf__ :
Hakim Pengawas sesuai dengan pelatman pemndang-f

undangan.
: BAB I
PAJAK AIR PERMUKAAN -

Bagian Kesain

Nama, Obyek, Subjck dan ?Jagr{is P‘a:;af{ o '-

Paragraf 1
Namsa

Pagal 2

Dengan nama PAP, dipungut pajek atas S@ha‘p pmxgmﬂbﬁaﬂ
dan/atau pemanfaatan air permukaan di d %rah

KARG PERANGRAT DARRAN
HURUM PEMBAKAREA

ASISTENE | smEpa |




Paragraf 2
Objek Pajak Ailr Permulman

Pasal 3

{1} Objek PAP meliputi :
a. pengambilan Air Permukaan;
b. pemaniaatan Air Permukaan; dan
c. pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.

(2) Dikecualikan dari objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :

a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk
kepentingan pengairan pertanian, perkebunan rakyat,
kehutanan rakyat dan perikanan rakyat yang tdak
dikomersilkan;

b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk
keperluan dasar rumah tangga dan kegiatan sosial
keagamaan;

c. pengambilan dan/atau pemanfaaten zir permukaan untuk
keperluan transportasi dan penanggulangan bahaya
kebakaran; dan

d. untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang
disediakan tanpa dipungut biaya.

Paragraf 3
Subjek dan Waiib Pojalk Air Permulizan

Pasal 4

Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 5

(1) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

(2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak Air Permukaan
adalah:
a. orang pribadi atau orang vang bersangkufan, kuasa
dan/atau ahli warisnya; dan
b, untuk Badan, oleh pengurus afau kuasanya, dengan
ketentuan bagi Badan yang sudah dinyatakan pailit, diwalili
oleh kurator.

HARD PERANGHAT DAERAN P
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| Eaglan Kedua 5
Penda{taran, Pn,masaﬁgan Mete?an ﬁm Pciapgrgm
dan Admlmstz a&i PA? G i

Badan Usaha/ Peroraﬁgan .8

(2) Ddta _ Ldenut&s :

pemgas lapangan

(3) SPOPAP- hams; d1131 dengfm geias iengkap._,__ £
ditanda - tangam oleh Wa_}lb pagak ‘atau - :kuasanya
dlbampalkan kepada Bapenda meiaim UPI‘ PPD

(4) SPOPAP sebaga:xmana d’maksud" P da.. aya
kmangnya memuat R :
CHAME pems&h&aﬂ, _ R
“namawajib pajalk: dan atzm Imasanya
alamat Wajab pagak, S
jenis usaha; N
Jjenis perunmkan alr pemmka&m, I
lokasi pengambﬂan air permukaan' S
jumlah pemaka&an azr permukaan dem
bulan pemakazan alr permu}.{aan

bPQPAP dlsampalkan kepada Kepala_ Badan Pahng amba

FR e R T

c. %urat Keterangan ciam Kecamatan atau Des

TRARD L mmz&zcx{m mﬁmz
e _-H%KU&_@E- mmam&s&

&1




d. Untuk badan usaha agar melampirkan :
- Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU); -

- Akta pendirian perusahaan - dari Netarrs (bam Bacia:m i

Usaha);
- Surat Keterangan Domisili Peru&ahaaﬁ (SKD?) S
- Surat ljin dan atau Rekomendasi. Tekms Pengambﬁanf

dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan atau surat yang R

sejenis, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwgnang :

(8) Format Formulir SPOPAP sebagaimana dimaksud pada 'ajx‘ét"('l):
tercantum pada Lampiran I dan mempakan bagzan yang Udak SOOI

terpisahkan dari: Perantrm Gubernur ni.

Paragraf 2

Pemasangan Meteran Air

Pasal 7

(1) Setiap penﬁambﬂan dan/atau pemanfaatan air pemuukaaﬁ S
wajib memasang alat meteran dan/atau aiat pengukuran debi‘t_, e

air sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh Pejaba"t Berwemang

(2) Penggunaan alat meter atau alat. pengukur debit air: sah apabﬂaff-_.:;rl o

telah disegel oleh Pejabat Bemenang

(3) Terhadap wajib pajak yang belum mempunyaz meteran air,
penentuan kubisasi pengambﬂan air dan/ aiau pemal«:azan aﬁjﬁ e

dilalcukan penghitungen G}eh petugas.

Paragraf 3.
Pela poran Penggunaan Air Permukaan

_ Pasal 8

(1} Setiap Wajib Pagdk yang telah iertiafm deb meicxparkdn ﬁam--

volume pengambllan dan/atau pemszaatan alr permuk&amf; :

dengan mengisi SPP-AP setiap: bulmxny&

(2} SPP-AP Sebdgazmana ditnaksud  pada ayat (1} dnm dengan;_':? ':fﬁ"}
benar, jelas dan Iengkap ser'ta dxtanda taﬁgam olah waub pa;ak S _;.-:L: .

atau kuasanya.

(3) SPP-AP tersebut disampaikan ke Bapenda pa}mg iambatf:'_:- :
tanggal 14 bulan berikutnya setelah pengam‘bﬂan d:m/ a‘i:aui

pemaniaatan air pelmukaan

(4) Apabila Wajib Pajak tidak menyampmkan SF’P-&P 1ewai; d : ;'*;i

tanggal 14 sebagaimana dnn‘zksud ayat (3}, maka da . £
pengambilan dan atau uemanfaatan air g:sermmkaan jid tf:‘i:apkan
berdasarkan data hasil pememksaan ciz 1apangan dan/ atau .-dar
estimasi taksiran petugas dﬂapmwam, i 5 S

(5} Format Formulir SPP-AP sebagmmana dlmaksud pada ayat' '(i'.)_.f“ f

tercantum pada Lampiran I dan: merupakﬁﬂ bagzan yng uciak-_}--_5:

terpisahkan dari Peraturan G—ubemur ini..

HARS ?ERM@K&T E:Mmzi
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(1)

(2)

(<)

Pasal 9
Administrasi PAP

Berdasarkan SPOPAP, setiap Wajib Pajak akan diberikan Kartu

dan NPWPD sebagai bentuk legalitas Wajib Pajak didaerah. - - - -
Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada Zajrat':'-(-"i) %e'rcénmmf- R ERb
pada Lampiran HI dan merupakan beglan: yang  tidak -

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ind,
Bagian Ketiga _ _
Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan =

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 10

Dasar pengenaan PAP adalah NPA ?emnukaan

NPA  Permmukaan sebagaimans ﬁiifﬁ&i{%&é ;mt:%a _' *‘fa;yat {13

dinyatakan dalam rapish yang e:iti}m:uﬁg dengai o
mempertimbangkan  sebagian  atau seh:imh_ : _fa}c;tm"ffalgtc}_r N

berikut :

a. jenis sumber air;

L. lokasi sumber ain

c. tujuan pengambilan dan/ateu pemanfastan air;

d. wvolume air yang diambil dan/atau ﬁzmanfaatkan

e. kualitas air; : - o

f. Thaas area tempat pengambilan dan/atau pemaniaatan cian i
g tingkat kerusaken lingkungan yang di a%ﬂhm}ma E}kﬂ‘}, B B

pengambilan dan/atau pemanfaatan air. -

- Besarnya NPA Permulkaan sebagaimana &m&l&;@m? paﬁ& a‘y&*’ {l}: .
dan tata cara perhitungan penafsivan kubisasi penwambﬁanf
dan/atau pemakaian air permukaan diatur 1ébih’ 1&1’111.1*& dﬂngan BN RS

Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Tarif PAP

Pasal 11

Taril PAP ditetapkan sebesar 10% {sepuluh pﬁmen) |

BARO PREANGHAT DARRAH
FYRUM PEMBAKARDA

ABISTENT | EBEDA |




Paragraf 3
Perhitungan

Pasal 12

Besaran pokok PAP j‘a:ng terutang dihitung dengan cara mengalikan'
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan. dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),

Bagian Keempat L
Masa Pajak, Ketetapan Pajak dan Saat Pajak Terutang -

Paragraf 1
Masa Pajak

Pasal 13

Masa PAP adalah jangka walktu 1 {satu) bulan kalender.

Paragraf 2
Ketetapan Pajak

Pasal 14

(1) Berdasarkan SPOPAP dan/atau SPP-AP, Kﬁ‘paﬁa Eﬁ?ﬁi}dai-__..'.'._"_ =
melalui Kepala UPT PPD menetapkan pma}g téirutancr dﬁmﬁaﬁ: R

mengeluarkan SKPD.

(2) Dalam kondisi penyajian volume p@n@ambzlem da;:x/ a“iam'i_.__:' [T

pemanfaatan air sebagaimana dimaksud };ada a‘gfa‘v, (1) beh:;m;"

disampaikan, maka Kepala Bapenda dapat menetapkan pajaié'- o

terutang secara jabatan.

(3) Format Formulir SKPD sebagaimana ds,maksud pada ayat ( )”_' . 3
tercantum dalam Lampiran IV vyang ;fﬂmujga}a,:aﬁ bagmn ézda;k._y s

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Saat Pajak Terutang

Pasal 15

——
-
e

PAP terutang terhitung sejak diterbitkan SKPD

©

SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paimgii.f

lambat 1 (satu) hari setelah pendaftaran: dan/atau ba‘tas akhlr S

penyampaian SPP-AP.

HARG PERANGHAT DAERAH
HUKDM PEMRAKARSA
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(1)

(2)

(1

(2)

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 16
SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh "f-eaﬁp@ :
pembayaran dikenakan sanksi administratif “berupa bxmga.-

sebesar 2% {dua persen] sebulan untuk ;aﬂgka wakitn p&lmg "
lama 12 (dua belas) bulan dan ditagih melalui STPD '

Format Formulir STPD sebagaimana dz_maksud pada avat (1)

tercantum dalam Lampiran V yang mempakan bag;an Ha ak.- A

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam K
Pembayaran, Penyetoran dan Penundaan ?cmbaym’&n ERE

Paragraf 1
Pernbayaran

Pasal 17

Wajib Pajak melunasi PAP paling lambat- mggai 28 seﬁap

bulanmya.

Pembayaran PAP dilakukan pada UPT W}} Bap&ncia ﬁengmf |
menggunakan SSPD.

Pembayaran PAP dapat dilakukan secara burini - aiau meiaim &

transaksi elektronik ke Bendahara Penerimaan atau I«:e: R&k&mng:' |

Kas Umum Daerah.,

PAP.

Format Formulir SSPD sebagaimana dimaksud: pada ayat (2)”:_:.;
tercantum dalaim Lampiran VI yang mempa}aaﬁ bagzan tzdak e

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ind.

Paragraf 2
Penyetoran PAP

Pasal 18

Penyetoran PAP  oleh  Bendahara meeimaml ?embanm, Eo

dilakukan dengan menggunakan STS.

Bendahara Penertmasn Permbaoty,. ‘W&jib m&ny“emfkaﬁ PA? ke_'_
Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 %24 (satu kai:i dua G

puluh empat) jam.

HARD PERANGHAT MARRAH
HUKUM PEMBEAKARSA

&

ASISTENT | BEEDA | -

Pembayaran oleh Wajib Pajak diberikan surat bukti -péﬁ:i_ﬁ_ayazfah; ""




Pragraf 3 .
Tata cara penundaan pcmbay&rm

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapalt mengajukan pérm@h{}nam p&nundaan B P
pembayaran PAP terutang dalam SKPD» kepdda Kepala UPTPPD."

(2} Penundaan pcm}}ayman PAP aebagmmanﬁ dzmaksmd pﬁda-'_'j
ayat (1) hanya diberikan dalam hal kondisi- almbat dari ke;admn;.'f ol
Iuar biasa. R

(3) Penundaan pembayaran sebagalmana dnnak&ud pac}a ayat (1]_{_ :
tidalk dikenakan sanksi administrasi beru;m burzga sei:}%m 2% B
{dua persen) perbulan. '

(4} Ketentuan lebih lanjut mengenai pammeiaan Pemb&y"imn PAP_ o
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dﬁe‘t&pimn &enganj_.-, et
Keputusan Kepala Badan.

BABII -
PENAGIHAN PAP

Pasal 20

(1} Kepala Badan dzztpat menerbithan 8TPD, daﬁm hai S RLICETE E s
a. PAP yang terutang dalam SKPD tidak qfqu lmmmr dzbayar -
seteleh jatuh tempo pembayaran;. E G

b. surat keputusan pembetulan, dan sumt k@putusan;_--- ol
keberatan dan putusan banding yang tidak atau, @x'angf".
dibayar setelah jatuh i:empo pembayarm1

c. wajib pajak dikenakan aﬂk& admm:&stmﬁf bem;pa denda S

atan S
d. terjadi kelmrmgan peﬁetapan pada SKPD sebagm akzba‘i:_?.

kekeliruan dalam 1‘1’1@1’1@1&1}1{&1‘1 tamf ke%alah&m_
penghitungan, pembebstan dan kesalahan 1amnya L

(2) Jumlah kekurangan PAP dalari’ STPD sebagaimana d1ma1§sud’if.-s.
pada ayat (1) huruf a, ditambah dengan sanksi admin mtr" e
berupa bunga sebesar 2% {dua }i?@i"&@i’i} perbulau. dzhf wrig dari
scjak saat terutanignya pajak. : : e

seiak tanggal dlterbﬁk‘m _

I(eter}ambatan Pembayaran PAP sebagamzana dm}akvud _pad

bulan ter Intung sejak saat temﬂmgnya pa}ak

HARG FERANGHAT DAERAH
HUKTM- PEMBARARSA .
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(1)

(2) Dalam hal Wajib Pajak setelah diberikan Surat Teglran atau;-;'_;ﬁ :
Surat Peringatan atau surat lain yang- segems meiakukani:__:?__:""_._j
pembayaran PAP vyang terutang seianjutnya dilakukan =

pencatatan pembayaran dalam administrasi pembu_k__uan?-f-_._:: L

Pasal 21

Pelaksanaan penégihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Bapenda melalui Kepala UPT PPD- tferlebih - dahulu |

menerbitkan dan menyampaikan - surat permgatan atau

surat teguran atau surat lain yang sejenis kepada Wajlb* -

Pajak, dalam jangka waktu paling kurang 14 {empat :bela_s) N

hari kerja setelah berakhirnya masa pajak, dengan @ -

ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Teguran atau yang sejenisnya, berjangka Waktu 7 ;
(twjuh) hari sejak berakhirnya masa pajak; .

2. apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana = . @
dimaksud pada angka 1, Wajib Pajak tidak memenuhi-. =
kewajiban membayar utang pajak, maka dzterbztkan _ -
Surat Peringatan atau yang sejenisnya,. ber;angka Wakm ) 7

7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat permgatan, dan’

3. apabila setelah berakhirnya jangka Waktu sebagalmana"

dimaksud pada angka 2, Wajib~ Paja,k tidak juga_“.ﬁ'i'_'_"
memenuhz kewajiban membayar utang pajak maka_:_'-- o

.....

Instansi yang berwenang.

b. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat Iam yang,
sejenisnya dapat berupa surat elektromk TR el

c. Surat Teguran atau Surat Permgatan atau surat lam yang_i_--:.- i
sejenisnya yang telah terkirim secara eieku‘omk dzanggapj".__'gﬁ S

sebagai tanda terima; dan

d. Penyampaian Surat Teguran atau - Surat Permgatan atab{..._-_
surat lain yang sejenis berupa surat non . elektromk_ i S
sebagaimana dimaksud pada huruf b, dziakukan oleh .:. &

petugas UPT PPD atau dapat melalui jasa pengmman

penagihan pajak.

Apabila Wajib Pajak setelah d1berzkannya Surat Tegurarz atauf:_.-'_f__'
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis: untuk yang- -
kesatu dan kedua sebagaimana d1maksud pada ayat (2) Wa_}lb":; i

Pajak masih tidak melakukan pembayaran PAP yang terutan

maka kepada Wajib Pajak dilakukan- penaglhan pajak . dengan; : ]

surat paksa yang dapat melibatkan plhak yang bemrenang

KARD PERARGKAT DAERAN
UL PEMBAKAREA . -
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Pagnl 22

(1} Wajib Pajak dapat mengajukan peimohﬁrmn secara ter‘tuhsj;::' e
untuk mengangsur atau menunda ’aﬁmbagfaran na;ak }angjf e e
masih harus dibayar dalam SKPD, SKPDKB; SKPDKB‘T dan
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Ke:pumsz:m Keb@mtan _3' _'

Putusan Ban dﬂ’lig kepada Kepala Bapencia

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud -pada;' ayat (1), harus
diajulkan peling lama 7 {tujuh) heri kerja sebelum sait jatuh
tempo pembayaran utang p&gak berakhir, d1se1ta1 alas&m dan:'_._ B
jumlah pembayaran pajak yang dzmohon diangsur atan d1tunda SEe o

(3} Apabila ternyatae batas wakiu 7 (tu;uh) hari kerga Sebagdimmmﬁ':j
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat. dipenuhi oleh Wajlb Pajak,
maka permohonan sebagaimana- dimaksua pada ayat (1) d:m-f e ;

ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.

{4} Kepala Bapenda dalam jangka walkiw p mg 1ma 30 {txga puhih) AR -

hari sejak tanggal surat permohenan dlterama haru«‘ memberl. o

cputusan atas permohonan yang dm;;ukan =

(5) Keputusan Kepa}a Bapenda atas p@rm@htmaﬂ sebagmmzma _:' o :
dimaksud pada ayat {1} dapat Efefu}m 1’;@:&@1‘1@& a@‘ﬁm&zzw& SN

sebagian atau menolak permohonar.

BABIV - =
KEBERATAN DAN BANDIN&

Pamffmf T
Keberatan

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan: kcb&ratan k@pada I{epala;;.;_' B

Bapenda atas penectaparn UKPB@ ST{DE}%QB h?@ﬁi&’? fsﬁ_ :
SKPDLB. S
{2) Keberatan hanys dapat diajték&n %@shaéaﬁﬁ iﬁjﬁ%:ﬁ{ﬁfi: amhxa;dam
surat Ketetapan Pajalk. o e e A

(3} Keberatan scbagaimana dimaksud p&{i& Eﬁ;&i é}} é;&}&kﬁiﬂ ‘Ew{,o:ﬂ &3"‘--- e

tertuhs dalam bahasa Indonesia deﬁgan e:;hmritai a}a&m yémg: o5

(f»‘%) Keberatan harus diajukan datamn 3&1‘1gim Wakm paimg, 1@111& 3 e

(tiga) bulan se;ak tanggal SKPD, SK.PDKB SKPDKBT dan
SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I{ecuah ika
Wajib Pajak dapat menun_]ukaﬁ bahwa gangka waktu 1tu mdak:?? e
dapat dipenuhi karena keadaan .{iziuur k{ﬁk&am&fmya ' i

(5) Keberatan dapat dzajukan apabxla Waﬁh Pajak telah membayar:::‘- o

PAP sesuai den g&n ketetapan SKPD.

HARO || PERANGHAT DAERAR
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(©)

Keberatan vang tidak memenuhi pergyaratan sebagazmana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, ayat (3) dan. ayat (4 ) tn:iais:.:]s-_

dianggap  scbhagai  Surat Kebératan  sehingga @ tidak
dipertimbangkan. e

Tanda terima Burat Keberatan yang diberikan - @m}i- ';&';@'?gﬁa
Bapenda atau tanda pengitiman surat keberatan melalui jasa
pengiriman tercatat sebagai tanda bukti penenm‘—xaﬁ Surrﬁ; R

Keberatan.

Pasal 24

Gubernur atau  pejabat yang ditunjuk - daiam jqngk& Wal{tu
paling lama 12 {dua belas) bulan sejak. iamggal Surai k@b&ratmi S :
diterima, harus memberi keputusan ataa %;f:‘i}emtan yémg

digjukan.

Keputusan (.mbez oy atau pejabat yang dlt&mﬁgk aiaa k@b@fﬁt&nf’_:é .
dapat berupa menerima seluruhnya, Sf:baggzm menaiak a‘iau S B

menambah besarnya pajak yang frem‘fang

Apabila jangka waktu se:bagalmaﬂa dzmaksud pada a},ra,t (1}'::' i_
telah lewat dan Gubernor atau pejabat ymg dimnju}a. m:iak: =
memberikan  suatu keputusan, kebﬁsmiaﬁ yang dmjukanij_f:’_j':_::_'

tersebut dianggap dikabulkan,

Paragral 2
Banding

Pasal 25

Wajib Pajak dapat mengajukan p@[“i’liﬁ)hﬂﬁdﬁ ‘%:}mémg 1"3&1"137&;': i
kepada Pengadilan Pajak tz*rhadap k&pumﬁm‘z mengenal_;_@ .
keberatan yang ditetapkan oleh Gubﬁmur aa‘:&u pe;a%:}at yang}j S

ditunjuk.

Permohonan sebagaimana mrrraksud pada ayat (1' . diajukan
secara tertulis dadlam bahasa }angm:ma, dengan “alasan yang.
jelas, dalam ;angka waktu 3 (uga} bulsm Sﬁj&k li;epumsanf__
diterima, dan dllampm salinan dari sw:"ai Kﬁputusan iersebut L

Pengajuan wpermohonan - bandmg menangguhkan kewa31ban :

membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal : i
penerbitan Putusan Banding  dan ‘%:Iéak éikeﬁakan &&nkﬁsz-._f;::-:5:;__'-:

administrasi berupa bunga.
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Pasal 26

(1) Jika pengajuan keberatan atau perm@h@nan _ bandmgf-_ RS
dikabulkan sebagian atau sehurubnya, kelehbihan' &e%bavcuaﬁf

pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga Eebe&ar BRI

2% (dua persen) sebulan, untuk jangka wakti pa}mﬂ iama 24f_ SRR H

{dua puluh empat} bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud g:;ada ayat fl} dmmmg_- i :

sejak bulan pelunasan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak dltai&k ai;au dﬂs‘:a?:)uﬁ{anf'_{':
sebagian, Wajlh Pajak dikenal sanlksi admmﬁim&f E’;ﬁrm;ﬁuff [ h
denda sebesar 50% (lima puluh  persen) dari 3uvniah pajak
berdasarkan kepumsan keberatan dikurangi dengan pajak Vang} R

telah dibayar sebelum mengajukan i{eberatan

(4} Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohona}:} i::andmg,i_._-f_':i
sanksi administratif berupe dendd sebesar 50% (lma p&:amh_' =)

persen) sebagaimana dimaksud pad& ayat {3) tzdak d:k@nakm

(5} Dalam hal permohonan banding ditolak a%:ﬂu dmaiml}{)&*zf?f'-'-’
sebagian sebagaimana dimaksud paéa ayat {4y, Waglb Pajak?-
dikenakan sanksi administratif berupa denda @eb@@&r 100%
{seratus persen}) dari jumiah pajak ‘f}erdasarkan ?umsan;_f” A
Banding dzkurangl dengan pembayaran pagak yang talah:__-:-é

dibayar sebelum mengajuken keberatan.

(6) Ketentuan tata cara pengajuan keberatan dan bandmg akan

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubérnur.

BABYV

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSL ADMINISTRATIP

Pasal 27

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepaia}_
Bapenda dapat melakukan pembetu peng urangan; el
pembatalan  dan p&ﬁghapusaﬁ atau p&ﬁgumngaﬁ Sanks;:f L

administratif SKPD pada :

a. Data identitas diri Wajib Pajak;

b. Data pengambilan dan/atau pemamfaatan air;
c. Penghitungan NPA; dan

d Penghitungan polkok pajak dan/ atau” aaﬁkm a&mmmﬁamff

pajak.

(2} Permohonan sebagaimana dimaksad p&da ayat {i) c{:lajukm'é;'_ '_:
secara tertulis dalam bahasa Indonesia s::iengan disertai. aiasan'.:-f;i e
vang jelas dan dﬂcngkapz dengan doimmen peuduiamg yang;-i Sy

diperiukan.

WARG PERANGHAT DABRAH
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(3) Pengajuan permohonan pembemlan, pengurangan, pembatalan'f.f L
dan penghapusian ataw pengurangaty sankst admmmtmﬁf S&PB
yang telah diterbitkar dapat dimohonkarn dalam jaﬂgka Wcik‘ili" T
30 (tiga puluh) hau ker;a se;a.k tanwﬁai dxterbitkarmya SK?D S I
PAP. . . . g R

(4) Kepala Badan dapat _ N e S
a. mengurangkan dtaw menghapugkmz &mkﬁ'_ rdministratif
berupa kerxaﬂ«:aﬁ dan bunga pa}&k vang tﬁmtaﬂg me ior el
peraturan pgrundang—undangan perpajakan daerah
hal sanksi tersebut dikarenakan L;:ekhﬂafan Wa;ﬂ:x Paj
bukan karena’ kesaiahannya, FA N
. mengurangkan atau membatalkan SE%?}Z) AR PR
c. membatalkan - ketetapan Pegak yaﬂg dﬂak&aﬂa}mﬁ atau' 2 _' .
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang dxtentukan,{- e
dan/atau i SRR R s
d. mengurangkan ketetapan Pajak - temtamg berdasarkan--
pertimbangan. kemm}mnm m&m@:}aﬁzm W&;;xb Pa;@k amuj'__- e
kondisi tertentu 0135@%{ P‘ajak ' SR

(5} Berdasarkan permohonan sebagmana &zm&iﬁm{i *;:eui:{a aym {1}1'}_:" |
Kepala Bapenda dapat menerima atan menaiak permohonanﬁ;'
dengan surat Keputusan yang diterbitkan. palmgf; mbé,t : '3;4: :
(empat belas) hem kerja: sejak dzte:rama mzarat permcihanai

(6) 'lata Cara Pembetulan | pembatalsm j:"-f' 'iéu

d}.tetapkan_ dengan Kepums;an K;epaia Bza__z_:_iaﬁ_.j.,_ T _-_::

BAB VI
KERENGANAN E}ﬁl‘% PEMBEB&S&R PA‘;?;‘.K

Pasal 28

{1) Wajib Pajak deﬁgan a}a'sa:n tertf:mu da;::ai: me 'gajukan:"'_.':__
permohonan, pengumngm g@k@k @amk:% kﬂﬂngamn;. sankgl
administratif da:n pembebasan pa;ak : '

B@rdasarkan pf:rmohonan S@bﬁgmma dxma,ksu_ pa A
Kepala Bae:ian dapa‘t membemkaﬂ pﬁnguraﬁgm pak

sanksi adxmmstrauf dan pﬁmbebasan }3&_}: i
dimaksud pada ayat (1) dimm?m dmgﬁﬂ Kﬂzf}hmsan I*;cp‘ﬁa S
Badan. :

Pasal 20 | | |
(1) Gubernur dapat memberilan - m&,ﬁ&f ;}g_}gk ?:::em;}a._,ﬁ"_ it -
pengurangan dan pembebasan pajak y&nc b@ﬂaku umum
sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah : o

HARG | PERANGEAT DASRAY | grgimyy |
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(2) Insentif pajak sebagaimana dimaksud padd ayat (1) diberikan .

(2) Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ciapat ':-

atas pertimbangan &

. sesuai amanah peraturan yang lebih tinggi; .

. untuk mendukung kebijakan pememntah/ na%mnal

. untuk mendorong perelkkonomian; - -
. untuk mendukung kebijakan strategis. Pemermtah Eaerah
. adanya kejadian luar biasa; dan/fatay : : S
untuk mencapai sasaran tertentu yaﬁg mempakan e

™Mo o0 gop

kepentingan umum maupun kepentingan Pmnﬂrmmh Ea@i‘&h o

mencakup pokol tunggakan pajak dan/atan dm z:ia p&g%

(3) Insentif Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubemur

(1) Gubernur melalui Kepala Bapenda bérwéﬁaﬁg”' meiaku}«ian .
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan’ pemenuhan kﬁ‘i&?&_}ﬁf}m
perpajakan daerah dan tujuan lain dahm rangka meiaksmaimnf{_: S

(2)

——

BAB VII
PEMERIKSAAN

Pasal 30

ketentuan peraturan pertmd&mg—m‘ldangan

Pemeriksaan sebagaimana dimaksid pada aﬁ;at (1) dapaiﬁ :
melibatkan instansi terkait dan lembaga pengawasan mternal._'_'f_f.{;i"

pemerintahan.

Tindakan pemeriksaan sebagaimana dnnaksud pada ayai (1} dani.-_ i

ayat {2} dapat berupa :
a. meminta keterangan yang diper ".{ukan

b. memeriksa surat bukti pembayaran dari tanda peiunasan;_'_'%-_s,

pajal;

c. memeriksa dan meneliti fakta-fakta yang dﬂaporkan ele:hézz. R

Wajib Pajak; : : cL
d. memeriksa titik-titik pengambilan daﬁ pemanfa&iaﬁ mr da:ﬂ'{}:':
sarana yang dzgtmﬁlkannya i e
e. memeriksa penggunaan dan k@tertapan alat ukur air; cian
f. mengumpulkan data lmnnya yang diperiukan i '

Tata cara pemeriksaan Pajak Daecrgh. @ebagmmmn% dgkma}mud;_;{jf-

pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peramran Gubemur_g_y-_jf_;

tersendirt
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(1)

(&)

(9)

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMB&YA&&N PAJAK

Pasal 31

Atas kelebiban pembayaran PAP Wajﬁ} ?aj"*" dapai meszgajukani S i
permohonan pengembalian kepada Gubernuf ‘melalui Kepalai.':.ﬂi ;3: e
Bapenda paling lambat 3 (tiga) bulan Sﬁt&i&h mtef‘bztkannya-_ e
SKPD atau dokumen lain yang dlpersamakan : SHOR I

Permohonan g&z&gﬁm%aimn &ebm,azmmm ﬂmmimué pada agfut."_ S
(1) diajukan secara tertulis dalam "bahasa ind@nesia selmzrang«;_' L
kurangnya dengan ményebutkan : : T B
a. nama dan alamat wajib pajak;

b. masa pajak; .

c. besarnya kelebihan gembagsfmm} @@ga}{ daﬁ -

d. alasan yang jélas.

Kepala Bapenda dalarm jengke waltis palir g }amu 3 {tiga) bn

sejak  diterimanya permohonan pﬁﬁgembahw © kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruS” el
memberikan keputusan. S : e

Apabila dalam jangka waktu sebagmmarza dimaksud par}.a ayat:
(3) dilampaui Kepala Bapenda tidak “mengambil _@uamﬁf’;;..’;-
keputusan, maka permohonan’ pengembalxaﬁ pembay&ram p&jﬁk G
dianggap dikabulkan. . AR

Apebila Wajib Pajak mempunyai utang pajak keiebzhdn_l_'
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud . pada ayat (.
langsung diperhitungkan untuk melunasz teriebm dahulu utang : L o
pajak tersebut. = -

Dalam hal Kbpaia }Bapcnua m‘,mmu&kaﬁ untuk *‘nm_a 5

Kﬁp&lﬁ Badan mengajum p*erm0hmzan péngem‘%&ahm -
kelebihan pembayaran kepada ‘Gubernur, | dan aelanmtnya___ o
Gubernur menetapkzm i{epumsan {:ubemur L _ i

setelah lewat jangka wakta 3 (uga) km?an K@p S
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dma persen} pésﬁbf_;:léﬁf{-- ey
dari kelebihan tersebut. SRR o

Imbalan bunga 2% {dua persen) s&bagazmana dimaksud pae:ia _'
ayat (7} dibebankan pacia Anggaran ?endapatan dan Beiamja'-_"f';: 3
Daerah. ! 5 R

Tata cara pengembalian kelebihan- pembayaran pajak dlatur;_;__f'
lebib lanjut denpan Peraturan {}uberﬂur ter@smdm [T
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BAB IX S
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa

setelah melampaui wakiu 5 (lima) t&hun terhatung dﬁak aaat'.._.;f :_

terutangnya pajak kecual apabila Wagzb P&jak mxja}mkaﬁ
tindak pidana di bidang pajak daerah. :

©

Kedaluwarsa penagihan pajak acuagauncuia uimak d pada dya“t-:_
(1) tertangguh apabila : -

a. diterbitkan Surat Teguran dan/ ai"m S”am*i, Paksa atsu

b. ada pengalkuan utang pajak dari Wﬁjlb Pagak i:aaak iangsumgfzf :

maupun tidak langsung.

(3} Dalam hal diterbitkan Surat Tuguran dm} C"Smat Pak%a-_-'
sehagaimana dimaksud pada ayat {2) huuf &, kes:}aiuwarsa:'f.;
penagxhan dihitung - sejak tanggal pﬁnyampman Sumt Paksa: S

erscbut.

{4} Pengaluan utang pajak secaré 1'1ngsung sebagaunmay
dimaksud pada avat (2} huraf b adaiah Wza}lb ?a;ak demg:{an“ . _:’;:'
kesadarannya menyatakan masih mempumym uatang pajak das"l._ij__';: e

belum melunasinya kepada Pﬁ:menmaﬁ Daemh

(5) Pengakuan utang secara tidak Imig&uﬁg sebagazmana dzmaksud __ i ;
pada ayat {2) huruf b dapat dlkctahm dam peng‘gu&n_}=i§{'_'i_-__-:'_-i"._--_'_-

permohonan keberatan oleh Wajib Pajah

Pasal 33

(1) Piutang Pajak vang tidak munckm d1tag1h 1&0'1 karf:na hak
untuk melakukan penagihan = sudah . %{aéaluwm @a dapatj.;-

dihapuskan.

{2} Kepala Bapenda wmengajukan P{%ﬁgh&pnm& P‘mimw P&jak

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hepaﬁa (mbemm

(3} Penghapusan piutang pajak sebagaimana @ﬂﬁ’ﬂ%‘;ﬁmﬁ ;m&a avgﬁ,i_éf-_;

(2} ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. =
BABX
~ KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34 |

Pada saat Peraturan Gubermur ini muléi berlaku Peraturan Sk

Gubernur Kalimantan Barat Nomor 43 ‘“f‘ahuz} "3‘&13 t@ﬂt&ﬂﬁf i
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pa}ak Air . P’ermukaan Di L
Provinsi I&alunantan Barat (Berita Daerah F*‘mvmt;}. Kailmantan'? o
Barat Tahun 2013 Nomor 43) dmabut v:ian dmyatakan m{aki_'-'_?:ﬁ

berlaku.

EARO PERANGRAT DABRAH
HUROWY | PEMRARARSA

'. : ASISTEN T {mBREA




Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal T (vie: 2021

/g GUBERNUR KALIMANTAN BARAT.#.

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal ¥ o 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSTI KALIMANTAN BARAT,

AL. LEYSANDRI

BERITA DAFRAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5}




LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG PETURNIUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PATAK AIR PERMUKAAN DEPROVING]
RALIMANTAN BARAT

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH A
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH .

Jalan ..

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAP

TAHUN .......
PAJAK ATR PERMUKAAN ( PAP) /| BULAN :
- - BULAN. S

H 4V W Tot @ 5 i ; 7 tELE ;‘ 3 . - r o v [ B
NO NAMA PERUSAHAAN JZ}_}S{[MR! _F_FBR; A}U 7 M."FR‘H_ | seanumeva |

M3 RUPIAH M3 RUPIAH | w3 BUPIAM 4 . o
i 2 3 4 5 6 't IS I DR

JUMEAHN

f .GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, £~ =

X £ SUTARMIDN




LAMPIRAN Vil

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMGOR TAHUN o
TENTANG PETUNIUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AR PERMUKAAN I PROV. INSI et
KALIMANTAN BARAT

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN B@RAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH.
UNIT PELAKSANA TEKMIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR INDUK WAITS PATAK AIR PERMUKAAN
UPT PPDR
TAHUN e

Nomor dan _ 1 -
. 1g1 fiin Napa dan Alamat Wajib | Jenis Péruntukan e
No- | No. Berkas Pengambilan Pajak Pengambilan Al - Iﬁ_l,..ag_:_ ._i,ga.gm_a;im.;%a}-:_ . Kemmrzgzm sinper
Mengetahut,
EEPALA UPT PPD v
NIP, NP

Lembar | unguk UPT PPD
Lembur 2 untuk BPEPD cq. Bidang Pajak

Vi “GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, £~

"{ SUTARMIDIT




LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN

TENTAMNG PETIMNIUK PELAESANAAN PEMUNGUTAN PATAK ATR PERMUKAAN DI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan

SURAT BUKTI PEMBAYARAN PAJAK AR PERMUKAAN

Telah diterima dari

Alamat

Mama Perusahasn:

Alsmat Perasahasn

Uang sebesar : Bp.
Dengan Huruf :

Guna Pembayaran : Pembayaran Pajak Alr Dormukaan
Bulan v Tahun e
.......................... 2% SUOUORISRRI
PENYETOR BENDAHARA PENERIMAAN PENMBANTU

Lembar T uniuk Waiib Pajak
Lembar 2 untuk UPT PPD
Lembar 3 wiuk BPEPD

QUL

/ .GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, &

7 SUTARMIDIL




LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARA’E
NOMOR TAHUN

TENTANG PETUNIUK PELAKSANAAN FLMUN(JDTAN PAIAK ATR- ?LRMLHU\A}\ T}Y PRC?V}N’%E
KALIMANTAN BARAT

PEMLRE%‘QTAH PROVINSI kALYMAN’E‘AN BARA s'
BADAN ?B,NSAE’A'EAN ﬁAERAi“E R RS,
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PLNDAPATAN DAERAH_-- A

’
e

SURAT SJNZTGRAN P&J;ﬁg DALR;%.H

(SSPD)

Nomeor Wajib Pajak

Mama Wajils Pajak

Alamat Wajih Paiak

Jemis Pajuk

Nama Objek Pajak

Masa Pajak

Tahun Pajak

Setoran 1 Bulan o ‘Fahiin

Besaran Seioran

T No CTTURAIAN T BT‘;ARAN FTO!
. Rp S
JUMLAH SETORAN S R e e
TEIBHBRE © oo eerere et ees e ST S MRt s o
Ruang Untuk Validasi Kantor Blt&rima Ofch: SRS B ; Tiempsm",ldnggai,ﬁtﬂdﬂ,l“ahm
Pencrima Pembayaran _ O T SR cari
?Lﬁ!gsl‘v
7 Tinggal
Cap AR : S

Tanda Tangan RS RUURNRTURER (5 vt st
Namadelas ©- 1 0o 0 Nama/Cap/S

i, Lembar Pertwna ; Uniuk Wajib Pajak
2. lLembar Kedua : Untuk Bapenda
3. Lembar Ketiga  Uniuk Kas Daerab

F.ﬁGﬁﬁiéé#{fR{i;Ai;EMAN N BARAT. £




LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN

TENTANG PETUNIUK PELAKSANAAN PEMITNGUTAN PAJAK ATR PERMURAAN DI PROVINSH:
KALIMANTANBARAT

PEMERINTAH PROVINST KALIMANTAN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAFRA;I

Jakan ...

SURAT TALTHAN PAJAK DAERAH(STPEY

MNo. fUPTPPD.../20...
Mo Wajib Pajek -
Mama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Nama Perusahann
Alamat Ferusahaan

I, Telah dilakukan penclitian dan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Sandara dalam membayar dea}c AIF Pu*mukdan
IE. Dari penetitian dan pemeriksaan tersebut di atas; jumiah vang masih hargs dibavar adalah xe‘mgaz beﬂkut

Milai Pevoiohan Alv (NPA) 0. e
PAD -'@e’nﬂa : SR
No. Jenis PAP Harga Diasar Air (HDA) Bobot Volume NPA Te!‘u"iaﬁg- Sor B 3 4
G . . 0 Ciol
Pengambilan (Pemanfastan: Pengambilan o }? b . Sl
1 i 3 4 5 6 7 8 & 0 dBn
Jumlah Total
Terbilang -
Iatub Tempo Pajak :
. Pembayaran Pajak Air Permukaan dapat dilaksanakan pada kantor UPT PPD setempat.
................... T3

An, KEPALA BADAN PFND APATAN Q&L’U&H
PROVINSY kAL]MAT‘%] AN EAI{A] o
¥asi Penagiban, Kepala UPT PP .

B LT T L s Y F PR Ne T U,

e GUBERNUR RALIMANTAN BARAT,{

SUTARMIDT




LAMPIRAN 1V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARATY

NOMOR TAHUR
TENTANG PETUNJUK PELAKSAMNAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN I PRWV’F\I%I

KALIMANTAN BARAT

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH .
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN. szmpmm DALRAH

Jalan ..

Mo. Wajit Pajak s

Mama Waiib Pajak
Alamat Waiib Pajak
Nama Perusahaan
Alamat Perussham

Peruntukan
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERATL {(SKFI)
PAJAK ATR PERMUKAAN
Nilai Perolehan Afr (NPA) BAP b&_éﬂ. RSPt FURERE
Na. Jenis PAP Harga Dasar Air (FIDA) Bohat Voliime - | NPA| Térutdng | o cdwmiake ] D
ol » T g EE T
Fengambiian | Peorufastan. (Fewgbitan) o b
1 2 3 4 5 6 70 g e g
Jumlah Total e
TANGGAL BEREAKY ST e
PETUGAS PENETAPAN PENETAPAN SAMPFAL L RKABTPENAGIHAN
1. Pajak hares junas paling lambat 10 hari sejak : : ' B
tengeal penctapan. e, KEPALA BADAN PEHDAPAT AR um RAH
2. Pembayaran selelal jaioh fompe dikenshan sanksi PROVINSIKALIMANTAN BM»’;A& S
administrasi berupa denda sebesar 2%. S Ka,pal;t UPI‘PPD b
3. Pembayaran dilakukan pada Kantor UPT PPD ' S
setempat. L
Pﬁngkai _ R
WIE

/ﬁ« GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

K" £ SUTARMIDIT




RATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PE

LAMPIRAN i1l
NOMOR

TAHUN
PETUMIUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PATAK AIR PERMUKAAN DU PROVINST

TENTANG

RALIMANTAN BARAT

fong
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e
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o
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o
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E
sn.x_
=
o}

KARTU NOMOR PORKOK WAKEB PAJAK DAERAH

ey,

¢

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT;
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LAMPIRAN 1

PERATURAN GUBERNUR KALIMAMTAN BARAT o
KOMOR TAHUN ' ' : e
TENTANG  PETUNJUK PELAKSANAAN ?TMUN(JU FAN PAJAK fﬁR PR RMUKFU%\I 3}1 PR(}V IN‘H SRR
EALIMANTAN BARAT

i‘EMERIPﬂ AH PROVINSI. KAL?MAMTAN BARAT S
BAEAN P’ENBAP&TAN HAEMH e o
UNIT PFLAK%ANA TFKNEC; ny AYANAN PI‘NDAPAT,%N DA}?‘RAH

SURAT PENDATAAN PAJAK ATR PERMUKAAN SPB-AR) © "0

Nomor Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak

Alamat Wajib ¥ajak
MNomor/Tanggal Ljin
Volume Afr Yang Diifinkan
Peruntukan

Jath Tempo

Fahun

PERHITUNGAN PENGAEVEiL&% i}ANfA'Lﬁ{f DEM &NF&A &N &!E ?ER“,%E&&AN :
1. PENUNJUKKAN METERAN AIR ' : _ :

Hari ini : : - ._ M‘”
Bulan lalu : S £y opAY
Volumie pemakaian _ ME

2. TANPA MENGGUNAKAN ML’} BERAN

Satuan Volume Menyesuaikan (M / Kwh ! ild)
Besaran Penggunsan Air Bulan Laln
Besarun Penggunaan Air Sclkarang

Keterangan

{ SUTARMIDI




LAMPIRAN 1

FERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG  PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAIAK AR PERMUKAAN I PROVING
KALIMANTAN BARAT

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH { SPOPAPY
PAJAK AIR PERMUKAAN

Kepada Yih,
Mo. SPOPD Kepala

A. IDENTITAS PEMILIK

Nama Perusahaan

Nama Wajib Pajak/Kuasanya
Alamat

Lokasi Pengambilan Air

Jenis Usaha

Jenis Peruntukan Air Permukaan
Momor Telp/HP

B, PENDAFTARAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

Jenis Pendaftaran

Objek Lama

Volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Bulan Ini
Objek Bara

Tanggal Mulai Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air
Jumlah Intake

Total Pemakaian sebulan

................... SO RORO 1 | L4 |
WANB PAJAK/KUASA

Dengan ini saya menyatekan, babwa data tersebut distas adalaly benar den apabila tidak sesuai dengan keadaan
sebenarnya, saya bersedia dan sanggup-ditunnit sesual dengan ketentuan Peratwran yang berlaku.

TANDA TERIMA SPOPAP

Nama
Alamat :
Lampiran o a) Surat Permohonan Wajib Pajak Air Permukaan

b Kartu Tanda Pendoduk (KTP) Direkiur/Pemiliic Usaha;

) U UUUS

[+ 3 U

) NN

................... s weeenereninsemrirnennness 2021
Petugas
(orrememeserase s ereeneas )

b A SUTARMIDJI




